BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2025

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARA],

Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas merupakan salah satu bentuk tugas
. dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kemasyarakatan yang dilaksanakan secara lebih
tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggungjawab;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Pejabat Negara, Pejabat
Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap
Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025;

Mengingat = [ Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
y (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
§ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587),
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11.

scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor §7});
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun
2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16
Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja Paruh Waktu;
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Manggarai Nomor 09),
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scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Dacrah Kabupaten Manggarai
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah
Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 02);

12.  Peraturan Bupati Manggarai Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai
(Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Nomor 2023,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 069);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN

PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
MANGGARAI TAHUN 2025.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Manggarai.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Manggarai.

Bupati adalah Bupati Manggarai.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Manggarai.

Sckretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Manggarai.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Kabupaten Manggarai yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai.
Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Manggarai.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daecrah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang merupakan unsur
pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah..

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah APBD Kabupaten Manggarai.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang
kewenangan pengunaan anggaran PD.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian, kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi PD.
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Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban APBD.

Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas ke tempat yang
dituju dalam wilayah Kabupaten Manggarai (dalam kota, kecamatan dan desa).
Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan dinas ke tempat yang dituju
dalam wilayah Provinsi, luar wilayah Provinsi dan keluar Negeri.

Perjalanan Dinas Pergi Pulang kurang dari satu hari (tidak menginap) adalah
pefjalanan dinas dalam Daerah dengan radius 0-8 km (nol sampai dengan
dejapan kilometer) dan/atau pergi-pulang kurang dari 8 (delapan) jam.

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat
Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota DPRD yang memegang jabatan
Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
sesUai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan
penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu
tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang
bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan organisasi.

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu adalah pegawai
aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan
diberikan upah sesuai dengan Ketersediaan anggaran instansi pemerintah,
Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota
dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju,
melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam
daerah.

Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang
lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
Perjalanan Dinas Pergi Pulang kurang dari satu hari (tidak menginap) adalah
perjalanan dinas dalam Daerah dengan radius 0-8 km (nol sampai dengan
delapan kilometer) dan/atau pergi-pulang kurang dari 8 (delapan) jam.

Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah Surat Tugas kepada Pejabat
Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan Pegawai Tidak Tetap untuk
melaksanakan perjalanan dinas.

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah surat perintah
kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan
Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran
yang sah.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-
calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjal
sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlakus

an yang dihitung
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Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja berada.

Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan per jalanan dinas.
Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.

Pengumandahan (Detasering) adalah pchugasan sementara waktu.

Pejabat Escloncring adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural
sesual ketenluan yang berlaku.

Perjalanan Dinas Keadaan Khusus atau Luar Biasa adalah Per jalanan Dinas
yang dilakukan oleh Pejaba! Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pcgawai
ASN dan Pegawai Tidak Telap yang berkaitan dengan kegiatan pcnanggulangan
Bencana Alam, kematian, kecelakaan dan/atau hal-hal darurat lainnya yang

menimbulkan kerugian bagi negara/dacrah.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2
Pcraturan Bupati ini mengatur
pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah,
Pcgawai ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada APBD.
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. perjalanan dinas jabatan; dan
b. perjalanan dinas pindah.
Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Bupati; dan
b.  Wakil Bupati.
Pejabat Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. Pimpinan DPRD; dan
b. Anggota DPRD.
Pegawai ASN scbagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Calon Pegawai Negeri Sipil,
c. Pcgawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput Pegawai

mengenai pelaksanaan dan

Honorer atau non ASN.

BAB 111
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a.

b.

sclektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang
berkaitan dengan pcnyelenggaraan pemerintahan;
ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat

Daerah;
cfisicnsi penggunaan belanja daerah; dan
akuntabilitas pemberian perintah /pelaksanaan Perjalanan Dinas dan

pembebanan biaya Perjalanan Dinas.



(1)

(2)

BAB IV
PERJALANAN DINAS JAIBATAN

Pasal 4
Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf
a digolongk an menjadi:
a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan ke luar dacrah; dan
b.  perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah.
Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam;
dan
b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dehgan 8 (delapan)
jam,

Pasal 5

Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka:

a.

@ Bk @ =

pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;

pengumandahan (detasering);

menempuh ujian dinas/ujianjabatan;

menghadap Majelis Penguji Kesehatan ASN atau menghadap seorang dokter
penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter
tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena
mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;

mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan
ASN;

mengikuti pendidikan setara Diploma/Sarjana/Magister/doktoral;

mengikuti pendidikan dan pelatihan;

menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah  Pejabat
Negara/ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah  Pejabat
Negara/ASN yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke
kota tempat pemakaman.

Pasal 6

Perjalanan dinas dapat dilaksanakan setelah ST dan SPD ditandatangani oleh
Pejabat yang berwenang kecuali dalam keadaan khusus atau luar biasa.

Pasal 7

Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPD diklasifikasikan menurut
perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah yang dikaitkan dengan Pejabat
yang melakukan perjalanan dinas atau orang lain yang diperintahkan untuk
melakukan perjalanan dinas.

(1)

Pasal 8
Bupati menandatangani ST Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi dan
Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Provinsi untuk Wakil Bupati, Pejabat
Struktural, Pegawai Non Struktural, Pejabat Daerah lainnya lingkup
Pemerintah Daerah dan orang lain yang beperg ian atas perintah dinas.



2 Wakil Bupati menandatangani ST Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi dan
Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Provinsi untuk Bupati atau Pejabat
Struktural, Pegawai Non Struktural, Pejabat Daerah lainnya lingkup
Pemerintah Daerah dan orang lain yang bepergian atas perintah dinas apabila
Bupati bertugas dalam atau keluar daerah.

(3) Sekda menandatangani ST Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi dan
Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Provinsi untuk:

a. Bupati apabila Wakil Bupati bertugas dalam atau keluar dacrah;

b. Wakil Bupati apabila Bupati bertugas dalam atau kecluar dacrah;

c. Pejabat Struktural, Pegawai Non Struktural, Pejabat Daerah lainnya
lingkup Pemerintah Daerah dan orang lain yang bepergian atas perintah
dinas, apabila Bupati dan Wakil Bupati bertugas dalam atau keluar
daerah.

(4) Asisten Sekda menandatangani ST Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi dan
Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Provinsi bagi:

a. Bupati apabila Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah bertugas dalam atau
keluar daerah;

b. Wakil Bupati apabila Bupati dan Sekretaris Daerah bertugas dalam atau

'f. keluar daerah;

c. Sekda apabila Bupati dan Wakil Bupati bertugas dalam atau keluar
daerah;

d. Pejabat Struktural, Pegawai Non Struktural, Pejabat Daerah lainnya
lingkup Pemerintah Daerah dan orang lain yang bepergian atas perintah
dinas, apabila Bupati, Wakil Bupati dan Sekda bertugas dalam atau
keluar daerah.

Pasal 9

(1) SPD diterbitkan dan ditandatangani oleh PPK.

(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PA/KPA.

(3) Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, karena sedang bertugas, cuti atau
mengikuti  kegiatan bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan (Diklat PIM) maka PA/KPA paling lambat 1 (satu) hari sebelum
bertugas, cuti atau mengikuti kegiatan bimbingan teknis, Pendidikan dan

n Pelatihan Kepemimpinan (Diklat PIM) dapat menetapkan pejabat untuk
melaksanakan kewenangan selaku PPK apabila dalam Perangkat Daerah
terdapat Pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan
Barang dan Jasa.

(4) Dalam hal tidak terdapat Pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi di
bidang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), maka PA/KPA dapat melimpahkan kewenangan
penandatanganan SPD kepada Pelaksana harian (Plh) yang ditunjuk.

(5) Format Keputusan PA/KPA tentang Penetapan PPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Format Surat Perintah Pelaksana Harian tentang Penunjukan Pelaksana
Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Il
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10
(1) Camat menandatangani ST dan SPD bagi Pejabat Struktural di lingkungan
Kecamatan, Kelurahan, Pegawai Non Struktural, Pejabat Daerah lainnya
lingkup kecamatan, kelurahan dan orang lain yang bepergian atas perintah
dinas dengan tujuan tugas dalam daerah.

P e
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Kepala Sckolah menandatangani SPT dan SPD bagi Kepala Sckolah dan Guru
yang melakukan per jalanan dinas dengan tujuan tugas dalam daerah.
Kepala Puskesmas menandatangani SPT dan SPD bagi Kepala Puskesmas dan

staf Puskesmas yang melakukan perjalanan dinas dengan tujuan tugas dalam
daerah.

Pasal 11

ST Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 (delapan) jam dan Perjalanan

Dinas Dalam Daerah sampai dengan 8 (delapan) jam ditetapkan sebagai

berikut:

a. Bupati atau Wakil Bupati menandatangani ST dalam daerah bagi Bupati
atau Wakil Bupati dan Pejabat Struktural Eselon II;

b.  Sekda menandatangani ST dalam daerah bagi :

1. Bupati dan Wakil Bupati;

2. Pejabat Struktural Eselon Il apabila Bupati dan Wakil Bupati bertugas
dalam daerah;

3. Apabila Sekda berhalangan, maka ST ditandatangani oleh Asisten.

SPD dalam daerah lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas dalam

daerah sampai dengan 8 (delapan) jam, ditetapkan sebagai berikut:

a. Sekda menandatangani SPD dalam daerah bagi Bupati, Wakil Bupati,
Sekretaris Daerah dan Pejabat Struktural Eselon II, Pejabat Eselon llI,
Pejabat Eselon IV, Pegawai Non Struktural, Pejabat Daerah lainnya dan
ofallg lain yang bepergian atas perintah dinas lingkup Sekretariat Daerah;

b. Apabila Sekretaris Daerah bertugas, SPD ditandatangani oleh Kepala
Bagian selaku KPA pada masing-masing Bagian lingkup Sekretariat
Daerah;

c. Kepala PD menandatangani ST dan SPD dalam daerah bagi Pejabat

Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV, Pegawai non
struktural dan Pegawai Tidak Tetap pada lingkup Perangkat Daerahnya.

d. Dalam hal Kepala PD berhalangan sementara, karena sedang bertugas,

cuti atau mengikuti kegiatan bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan (Diklat PIM} maka PA/KPA paling lambat 1 (satu) hari
sebelum bertugas, cuti atau melgikuti kegiatan bimbingan teknis,
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat PIM) dapat melimpalhkan
kewenangan penandatanganan SPD kepada Pelaksana harian (Plh) yang
ditunjuk dengan Surat Perintah Pelaksana Harian tentang Penunjukan
Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Pasal 12

(1) ST bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan:

a. perjalanan dinas dalam daerah;

b. perjalanan dinas luar wilayah provinsi; dan

c. perjalanan dinas dalam wilayah provinsi,
ditandatangani oleh salah satu Pimpinan DPRD.

(2) SPD bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD

sebagai Pengguna Anggaran.(
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BABV
ST, SPD, ALAT ANGKUT DAN LAMANYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
ST dan SPD

Pasal 13

ST dan SPD diterbitkan berdasarkan anggaran yang tersedia pada PD yang
bersangkutan dengan menetapkan:

alat angkut yang dipergunakan;
lamanya perjalanan dinas;
tanggal berangkat dan tanggal kembali bagi perjalanan dinas jabatan; dan

tanggal berangkat dan tanggal tiba di tempat baru bagi perjalanan dinas
pindah.

oD

Format ST dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran IIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Format ST hanya dipergunakan untuk perjalanan dinas dalam Daerah dengan
radius 0-8 km (nol sampai dengan delapan kilometer) dan atau pergi pulang
kurang dari 8 (delapan) jam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Alat Angkut

Pasal 14

Alat angkut yang digunakan disesuaikan dengan perjalanan dinas dalam
daerah dan luar daerah menggunakan Transportasi Udara, Transportasi Laut
dan Transportasi Darat.

Alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara jelas
dalam SPD dan tidak melebihi kelas angkutan sesuai ketentuan perjalanan
dinas.

Apabila Alat Angkut yang dinyatakan dalam SPD tidak dapat digunakan, maka
dapat digantikan dengan alat angkut lainnya dan selisih biaya tersebut

diperhitungkan sesuai dengan alat angkut yang digunakan saat itu, apabila
terjadi keadaan khusus atau kejadian luar biasa.

Pasal 15

Penggunaan Transportasi Udara untuk angkutan barang perjalanan pindah tidak
dalam tanggungan Daerah kecuali menggunakan Transportasi Darat.

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Lamanya Perjalanan Dinas

Pasal 16

Perjalanan Dinas dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan
prinsip efektifi dan efisien.

Lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. perjalanan dinas ke luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan

penambahan waktu paling lama 2 (dua) hari di luar jadwal kegiatan;




(1)

(2

n o

(5)

b. p(:.r_jnlmmn dinas ke Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dalam
wilayah  kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan
pontmnbalmn waktu paling lama 2 (dua) hari di luar jadwal kegiatan;

c. p’m]alanan dinas dalam wilayah Daerah ditetapkan 2 (dua) hari kecuali
l\ec'amatan Satarmese Barat dan Kecamatan Recok Barat lamanya
per.!alanan dinas 3 (tiga) hari dan keadaan khusus atau luar biasa; dan

d. p.elj]alanan dinas pergi-pulang kurang dari satu hari (tidak menginap)
ditetapkan untuk perjalanan dinas dalam daerah dengan radius 0-8 km
(nol sampai dengan delapan kilometer) dan/atau pergi-pulang kurang dari
8 (delapan) jam ditetapkan 2 (dua) hari.

€. Lamanya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan Inspektorat Daerah
dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat selaku Aparat
Pengawas Intern Pemerintah dalam melakukan pengawasan sesuai dengan
Ketentuan dibidang pengawasan.

BAB VI
BIAYA, PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 17
Biaya perjalanan dinas terdiri atas:
uang harian;
biaya transportasi;
biaya penginapan;
biaya representatif;
sewa kendaraan; dan
] biaya menjemput/mengantar jenasah.
Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran V vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. uang makan;
b. uang transport lokal; dan
c. uang saku.
Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan
biaya yang diperlukan untuk:
perjalanan dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangke itan
menuju terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan di kota tujuan dan

sebaliknya;
b. pungutan di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

perjalanan dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkuatan

menuju penginapan dan sebaliknya; dan

d. golongan/klasifikasi moda transportasi yang digunakan untuk Tingkat A
adalah kelas Bisnis, untuk kelas Tingkat B, Tingkat C, Tingkat D dan
Tingkat E adalah Kelas Ekonomi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, merupakan

biaya yang diperlukan untuk menginap:

a. di hotel; atau

b. di tempat menginap lainnya.‘(

Mo e oo

a.




(©)  Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel altau
tempat - pengimapan lainnya,  kepada vang  bersingkutan  diberikan hiaya
pengmapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat
(ll_]ll&ln.

(7] Uang/biava representasi scbagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf d,
diberikan kepada Pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati, Pejabat
Dacrah yaitu Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon I1.

(8)  Uang sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hanya
diberikan kepada Pcjabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.

(9 Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibayarkan
sccara lumpsum dan merupakan batas tertiiggi.

(10) Biaya transportasi seDagaimana dimaksud pada ayat (4), biaya penginapan
scbagaimana dimaksud pada ayat (5), dan uang sewa kendaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8), dibayar Riil Cost.

(11) Apabila perjalanan dinas tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka
kelebihan pembayaran disetor kembali ke Bendahara PD.

(12) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari
yalg ditetapkan dalam ST dan SPPD dan tidak disebabkan olch
kesalahan/kelalaian Pelaksana Tugas dapat diberikan tambahan biaya scsuai
deligan standal’ biaya peljalanan dinas.

(13) Tambahan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (l2),
dapat dimintakan kepada PA/KPA/PPK untuk mendapat persetujuan dengan
melampirkan dokumen berupa ST dan SPPD perpanjangan tugas dari Pemberi
Tugas.

(14) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf Kk,
selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan biaya
men jemput/mengantar jenasah terdiri atas:

a. Dbiaya pemetian; dan
b. biaya angkutan jenasah.

Pasal 18
Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam S (lima) tingkatan yaitu:
a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
tingkat C untuk Pejabat Eselon IlI/Golongan IV, Ketua dan Wakil Kctua
Penggerak PKK;
. tingkat D untuk Pejabat Eselon VI/Golongan III;
e. tingkat E untuk Golongan II/I dan Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 19
Besarnya biaya pemetian dan angkutan jenasah yang dimaksud dalam Pasal 18
ayat (12) dan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 19 tercantum
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 20
(1) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti/menghadiri kegiatan kursus atau
pendidikan dan latihan (pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis
(bimtek)/workshop/rapat) serta magang karena  kebutuhan  Daerah yang
disertakan dengan biaya kontribusi atau yang dibiayai oleh  panitia
penyelenggara maka perhitungan biaya perjalanan dinas selama kegiatan

/



(2)

berlangsung ditetapkan/dibayarkan uang saku sebesar 40 % (empat puluh
persen) dari uang harian.

Perjalanan dinas luar jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 14.

Bagian Kedua
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 21

Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan sekali.cus kepada yang melakukin
perjalanan dinas yaitu 2 (dua) hari sebelum perjalanan dinas jabatan dan 5 (lima)
hari sebelum perjalanan dinas pindah dilaksanakan.

Pasal 22

Bendahara PD sebelum melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas, terlebih
dahulu melakukan pengujian/pengecekan terkait :

(2)

(1)
(2)

penandatangan ST dan SPD;

tingkatan Pegawai/Pejabat yang melakukan perjalanan dinas;
alat angkut yang digunakan;

lamanya perjalanan dinas; dan

surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perjalanan dinas.

Pasal 23

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas segala biaya yang

sudah diterima harus dikembalikan kecuali :

a. biaya pembatalan tiket transpotasi dan biaya penginapan; dan

b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biava penginapan
yang tidak dapat dikembalikan.

Dokumen yang dilampirkan dalam hal terjadi pembatalan perjalanan dinas

meliputi:

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari Pejabat yang
memberikan perintah dengan Format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini; dan

b. tanda bukti besaran biaya transport dan/atau biaya penginapan dari
perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan disahkan oleh yang
memberikan perintah Perjalanan Dinas.

BAB VII
BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP DAN PERJALANAN DINAS PINDAH
Bagian Pertama
Biaya Perjalanan Dinas Tetap

Pasal 24
Perjalanan dinas tetap dilakukan oleh Pegawai yang ditunjuk berdasarkan
Keputusan Bupati atas usul Kepala PD.
Pegawai yang melakukan perjalanan dinas tetap berhak memperoleh uang
perjalanan dinas tetap, sepanjang biaya untuk itu tersedia dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran PD yang bersangkutan.«




Pasal25
(1) Kepala PD mengendalikan dan memantau pelaksanaan tugas perjalanan dinas
tetap pegawali yang bersangkutan.
(2) Kepala PD dapat menghentikan pembayaran perjalanan dinas tetap melalui
bendahara dan menyetor kembali ke kas daerah terhadap pegawai yang tidak
melaksanakan tugas perjalanan dinas tetap.

Pasal 26
Besarnya biaya perjalanan dinas tetap, tercantum dalam Lampiran V huruf B yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas Pindah
Pasal 27
(1) Biaya perjalanan dinas pindah diberikan kepada Pegawai ASN yang
dipindahkan ke tempat tugas yang baru dalam wilayah dan/atau keluar
wilayah Daerah.
(2) Biaya pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibayarkan kepada
Pegawai ASN yang bersangkutan sepanjang hal itu dinyatakan/dicantum
secara jelas dalam keputusan pemindahannya.

Pasal 28
Besarnya biaya pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA DAN
PENGGUNAAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 29

(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat
Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Tidak Tetap dan pihak lain
dilakukan secara at cost (biaya riil).

(2) Fasilitas penginapan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Tidak Tetap dikelompokkan berdasarkan tingkat perjalanan dinas
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan
pihak lain selaku pelaku perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan
pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas serta
mempertanggungjawabkan  biaya  perjalanan  dinas kepada  Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pgaling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung
setelah perjalanan dinas dilaksanakan.



Pasal 31
Kepala  PD o bertanggungjawab  atas  perenc anaan, pelaks anaan pengawasan,
pelaporan dan pertanggungjawaban biaya per jalanan dinas.

Pasal 32
(I} Bendaharawan PD  mempertanggungjawabkan biaya perjalanan  dinas
sclambat-lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada

Bupati Cq. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai.

(2] Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas olch Bendahara
mclampirkan :

a. Surat Tugas yang sah;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran
dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait ynng
menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;

c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran
modla transportasi lainnya;

d. Daftar pengecluaran riil;

e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa
kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dilkeluarkan oleh badan
usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;

Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap laiinya;dan

g. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan
dokumentasi/ foto kegiatan.

(3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:

a.  Surat Tugas yang sah;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran
dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang
menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;

c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran
moda transportasi lainnya;

d. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirk an
dokumentasi/foto kegiatan.

Pasal 33
Setiap Pejabat yang melakukan perjalanan dinas yang tidak dapat
mempertanggungjawabkan penggunaan biaya perjalanan dinas dan tidak sesuai
ketentuan perjalanan dinas, wajib menyetor kembali seluruh biaya perjalanan dinuas
ke kas daerah.

Bagian Kedua
Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas

Pasal34
(1) Sectiap pejabat/Pegawai ASN yang melakukan perjalanan  dinas  wayjib
mempertanggungjawabkan penggunaan dana/biaya yang digunakan dengan
menyerahkan kepada bendahara bukti-bukti berupa ST, SPD, kwitansi, bukt
alat angkut yang digunakan dan bukti penginapan.
(2) Bukti ST dan SPD sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), yang telah
ditandatangani oleh Pejabat Pemberi Tugas dan Pejabat di tempat tujuan,



(3} Penyerahan bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
selambat-lambatnyva 2 (dua) hari setelah yang hersangkutan berada kembali ol
umt kerja sebagai bahan pertangg ung jawaban bendahara,

Pasal 35
Sctiap kah melakukan perjalanan dinas perorangan maupun bersama-sama wajib
membuat laporan tertulis kepada Bupati dan tembusan kepada Kepala PD dan
dilampirkan pada SP.J.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 6 Januar| 2025

PATI MANGGARAI,

H?RYBERTUS GERAD LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 6 Januari 2025

SEK 1S DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

JAHANG FANS

" Sekretaris Daerah ;
Asisten Pemerintahan dan Kesra —I

|
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah L

"Kepala Bagian Hukum raxa

BERITA DAERAH KABUPATIE N MANG GARAL TAHUN 2024 NOMOR -},




II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN PEJABAT NEGARA,
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024

UMUM

Perjalanan dinas merupakan salah satu bentuk tugas dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan, sehingga perlu diatur sesuai ketentuan yang berlaku yang
diselaraskan dengan situasi dan kondisi daerah Kabupaten Manggarai.

Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pejabat
Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap baik perseorangan
maupun bersama-sama untuk kepentingan Daerah. Perjalanan Dinas ke Luar
Daerah yaitu Perjalanan dinas ketempat yang dituju dalam wilayah Provinsi
Nusa Tenggara Timur, diluar wilayah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur
dan keluar Negeri dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yaitu Perjalanan Dinas
ke tempat yang dituju dalam wilayah Kabupaten Manggarai (dalam kota,
kecamatan dan desa).

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukupjelas
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.



Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup )elas.
Pasal 28

Cukup jelas,
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 04.




LAMPIRAN |
PERATURAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT
DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2025

Contoh SK Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen

Logo Pemda
Manggarai

KOP Perangkat Daerah
KEPUTUSAN KEPAIA .............

NOMOR: s
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TAHUN ANGGARAN ........
Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan
kegiatam pada ..scssvess Kabupaten Manggarai Tahun
Anggaran ......... , maka perlu menunjuk Pejabat Pembual

Komilmen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala ................... tentang

Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada

Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran ......

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Mengingat  : Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat |
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



Menetapkan
KESATU

KEDUA

2008 Nomor 58, Tambahan Lembar

an Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

Peraturan Presuwden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

_CJI

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerinlah;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Mcnteri Dalam Negeti Republik Indonesia Nomor 112

Tahun 2018 tentang Pembcntukan Unil Kerja Pengacdaan

Barang/jasa di Lingkungan Pcmerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa;

9. Peraturan Bupati Manggarai Nomor ... Tahun tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata

5053 o = N Kabupaten Manggarai (Berita Dacrah

Kabupaten Manggarai Tahun .. Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor
........... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran ...... (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor
Tambahan Berita Daerah Nomor....);

11. Peraturan Bupati Manggarai Nomor .... Tahun tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran .... (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun

Nomor ....... Tambahan Berita Daerah Kabupaten Mangarai Nomor

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Pcjabat Pembuat Komilmen pada Bagian

.......................

Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025, scbagaimana

tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bag ian yang

tidak Lerpisahkan dari Keputusan ini;

Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen Program/Kegiatan

Perjalanan Dinas pada

berikul :

....................... Kabupaten Manggarai sebugeu




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

a. meneliti dokumen perjalanan dinas;

b. kebenaran pihak yang melaksanakan perjalanan dinas;

¢. mengendalikan kegiatan perjalanan dinas;

d. menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD) dari pcgawai yang

melakukan perjalanan dinas.
Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat
Pengadaan Program/Kegiatan pada ... Kabupaten
Manggarai Tahun Anggaran ..... bertanggung jawab kcpada Kepala
............ Kabupaten Manggarai;
Masa kerja Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan
Program/Kegiatan pada.......c.cceeeuucennnns Kabupaten Manggarai Tahun
Anggaran ..... sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah
sesual masa penugasannya,
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran ..... dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)...................... Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran ...... i
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir
setelah sclesai masa penugasannya, dengan ketentuan akan ditinjau
kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya.

Ditetapkan di  ...............
pada tanggal  ................

Pangkat
Nip

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Manggarai di Ruteng (scbagai laporan);
2. Wakil Bupati Manggarai di Ruteng



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA X ismiiicsansisb
KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR S ciivcvriinariisecis

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADAL ciiiswisissnisisiumssiniss KABUPATEN MANGGARAI

TAHUN ANGGARAN ........

No JABATAN

NAMA/NIP

o

Kepala Perangkat Daerah.....

Nama
Pangkat
Nip

ATI MANGGARAI

2

RYBERTUS GERADIOS LAJU NABIT

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah |/

Kepala Bagian Hukum




1LLAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI MANGGARALI
NOMOR 3 TAHUN 2025

T NTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN PEJABAT
NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR
SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MANGGARAT TAHUN 2025

Contoh Surat Perintah Pelaksana Harian

KOPPERANGKATDAERAH

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN
NOMOF: e

Dasar

—
'

Menunjuk:

Kepada : Nama
Nip
Pangkat/Golongan
Jabatan R T R SR TS
Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal .......................disamping
jabatannya sebagai ...............ceennnee , juga melaksanakan
tugas sebagai Pelaksana Harian.

2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh
tanggung jawab.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Pimpinan Perangkat Daerah.......

.......................................

Pangkat
Nip
Tembusan, Yth:
1. Bupati Manggarai di Ruteng;
2. Wakil Bupati Manggarai di Ruteng.

ATI MANGGARAI,

HERYBERTUS GERADUS
2L "
/

}.AJU NABIT

[ Sekretaris Daerah |
Asisten Pemerintahan dan Kesra T -
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Valy
Kepala Bagian Hukum /A




LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN
PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN
MANGGARAI TAHUN 2025

1. Format ST, SPD diperuntukkan bagi perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lcbih dari
8 (delapan) jam yang ditandatangani oleh PA/KPA

KOP DINAS/INSTANSI
——————————— — ————  — —— ———_____}

SURATTUGAS
[1[{0)10 00, R e

Dasar T b T bS Tt L LI 3 heio s G i bbbt S L LIRS S e A T

o | MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama
Nip : FFEEEEAAIF PRSI IssEFEESIEEEENdALEERNTERER TR EER R TR bR R AR REY
Jabatan e e M T Ln Erar mas s mys v S DL T

Alamat

2.Nama
Nip
Jabatan

Alamat

q Untuk Tl e e el et e St L

Nama tempat, tanggal, bulan, tahun

Kepala Perangkat Daerah..............

Jabatan
Nip........



@ 2 "% KOP NASKAH DINAS
[
a PERANGKAT DAERAH

Lembar ke

Kode No.

Nomor
SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

i 1. | Pengguna Anggaran/KPA

| 2. Nama/ NIP Pegawai yang
meclaksanakan perjalanan Dinas

3. a. Pangkat /golongan a.
b. jJabatan /Instansi b.
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | c.

4. | Maksud Perjalanan Dinas -
5. | Alat angkut yang dipergunakan
6. | a. Tempat berangkat a.

b. Tempat Tujuan b.

7. | a. Lamanya Perjalanhan Dinas
| b. Tanggal berangkat

g

c. Tanggal harus kembali/tiba di | c.
| tempat baru*)
8. | Pengikut: Nama/NIP/Pangkat Tanggal lahir Keterangan
|l
| 2.
1 3.
l 4
5.

9. | Pembebanan Anggaran
| a. Instansi
| b. Akun
10. | Keterangan lain-lain
*coret yang tidak perlu

o

Dikeluarkan di.........

Tanggal ....cocecvevvernnne

a.n. Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran
Pelaksana Harian,



T1 Berangkat dari

S

(Tempat Kedudukan)

Ke

pada Tanggal e R
Kepala Perangkat Dacrah/Unit Kerja

(cincunimainisiumnias s )
Pangkat
NIP
T GREL | Sesmessiies Beranglat Dari — Feceeseeeeeneseees
Pada Tanggal - Ke
Kepala facosasssessmes Pada Tanggal
Kepala
(Frrrei ke ) ]
Pangkat Panglkat
NIP NIP
W Thadl 00 Sisciscesssssseanss Berangkat Dari . LT
Pada Tanggal [T R Kae = === Rssesesesesemeseesanti
Kepala ‘s Pada Tanggal = feeeeeseceecceesnenn
Kepala
(T ) (s
Panglkat Pangkat
NIP NIP
INCHBA AL - 0 shiacariae Berangkat Dari S mleadanis skn AR
Pada Tanggal  :icciciiiiinnnn Ke R e emewey
Kepala i e R Pada Tanggal
Kepala
.................. ) ARSI )|
Pangkat Pangkat
NIP NIP
V. Tiba di NIRRT Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
Pada Tanggal R iR R R perjalanan tersebut di atas benar dilakukan
Kepala s atas perintahnya dan semata-mata untuk
kepentingan jabatan dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya.
Pangkat
NIP ——
VIL Catatan Lain-Lain =
VIIL PERHATIAN:

PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas,
pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran
bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila
Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelelaian, dan kealpaanhya,

para

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,

Bt i)
Pangkat
NIP




Format SPD diperuntukkan bagi perjalan; : : _ . .
i ' Jalanan dinas  jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8
(delapan) jam yang ditandateangani olch PPK JROREAT yang dlokisamialeass 18

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

Lembar ke

Kode NO.  fiiceressssmeassssasn

e
"

Nomor

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Juy

Pejabat Pembuat Komitmen

2. | Nama/ NIP Pegawai yang
melaksanakan perjalanan Dinas
3. |a. Pangkat /golongan

b. Jabatan /Instansi

c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | c.

o

@
NS

Maksud Perjalanan Dinas

¢ -

Alat angkut yang dipergunakan
6. | a. Tempat berangkat a.
b. Tempat Tujuan b.
7. | a. Lamanya Perjalanan Dinas a.
b. Tanggal berangkat b.
c. Tanggal harus kembali/tiba di | c.
tempat baru*)
8. | Pengikut: Nama/NIP /Pangkat Tanggal lahir Keterangan
1.
o
3.
4.
5.
g 9. | Pembebanan Anggaran =
a. Instansi a.
b. Akun b.

10. | Keterangan lain-lain
*coret yang tidak periu

Dikeluarkan di.........
Tanggal ....iceirereminnses

Pejabat Pembuat Komitmen,



Berangkat dari
(Tempat Kedudukan)
Ke R N
Pada Tanggal | Farmssnsnanes
Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja

Pangkat
NIP

II. Tibadi
Pada Tanggal
Kepala

Pangkat
NiP

---------------------

Berangkat Dari
Ke T T
Pada Tanggal :

Kepala

Pangkat
NIP

1. Tiba di
Pada Tanggal

Berangkat Dari

..................... KC T LT TR T A T T
Kepaladl = #daiiinaiis Pada Tanggal s
Kepala
(B ) (e )
Pangkat Pangkat
NIP NIP
IV. Tihadi =~ asiiissessesssiss Berawgiak DAFl = o
Pada Tanggal  f.csisosssios e 0000 e sssess "
Kepala R — Pada Tanggal i
Kepata
il ) Girraininass
Pangkat Pangkat
NIP NP
V. Tibadi = iecsssssrsssssmsen Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
Pada Tanggal  iasssissssnsmman perjalanan tersebut di atas benar dilakukan |
Kepala atas  perintahnya  dan  semata-mata untuk
kepentingan  jabatan  dalamy waktu  yang
sesingkat-singkatnya, |
Pangkat
NI =
VIL Catatan Lain-Lain 5
VIIIL PERHATIAN:
PPK yang mienerbitkan SPD, pepawal yang melakukan  perjalanan  dinas,  para

pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/uba, serta bendahara pengeluaran
bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila
Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelelaian, dan kealpaannya.

Pejabat Pembuat Komitmen,,

Vi uassssins impnnninnnn )
Pangkat

NIP




i agi per 3 . . ) )
8 (delapan) jam yang ditandatangangi1 (?leﬁna:tasa?la(xjrl;a;Ajﬁgflt\an ERER MRS SO S

e —

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH
Lembar ke

Kode NG,  fimusswmsniesimas
Nomor

SURAT PER[ALANAN DINAS (SPD)

1. [Pengguna Anggaran/KPA

2. | Nama/ NIP Pegawai yang
melaksanakan perjalanan Dinas
3. [a. Pangkat/golongan

b. Jabatan /Instansi

c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | c.

cp

4. | Maksud Perjalanan Dinas

5. | Alat angkut yang dipergunakan |

6. | a. Tempat berangkat a. i
b. Tempat Tujuan b.

7. | a. Lamanya Perjalanan Dinas

b.Tanggalberangkat

c. Tanggal harus kembali/tiba di | c.
tempat baru*)

8. | Pengikut: Nama/NIP /Pangkat Tanggal lahir Keterangan

co

=

NI

9. | Pembebanan Anggaran
a. Instansi

b.Akun

10. | Keterangan lain-lain

*coret yang tidak perlu

o

Dikeluarkan di.........

a.n. Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran,

Pangkat
Nip



I———

Berangkat dari

(Tempat Kedudukan) N
Ke .
Pada Tanggal e
an. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
.......................... )
Pangkat
NIP
B VaET = aoaneeaa Berangkat Dari =~ feeesenn
Pada Tanggal  :..icovveveneensnns Ke R i
Kepala Pada Tanggal
Kepala
(s S ) (R
Pangkat Pangkat
NIP NIP
II. Tiba di e R Berangkat Dari ot
Pada Tanggal e R Ke L ansrrnaas
Rapala i Pada Tanggal TR —
Kepala
(R ) [ i)
Pangkat Pangkat
NIP NIP
V. Tiba di E Berangkat Dari =~ .cccceseresesneesn
Pada Tanggal Kel ~ — .0 0 i s
Kepala e Pada Tanggal = fecceeeiecssssssses s
Kepala
(P ) i
Pangkat Pangkat
NIP NIP
V. Tiba di Seate s Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
Pada Tanggal ¢ P perjalanan tersebut di atas benar dilakukan
Kepala i atas perintahnya dan semata-mata untuk
kepentingan jabatan dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya.
Pangkat
NIP
VII. Catatan Lain-Lain
VI PERHATIAN:
PPK yang menerbitkan SPP), pegawai yang melakukan perjalanan dinas, pata
pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran
bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila
Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelelaian, dan kealpaannya.

a.n. Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran,

SEEEE WS e B GEREES SER EENAAELE 8 CEmemsAeEEREiEn w #s wimmen

Pangkat
Nip

WPATI MANGGARALI,

k-

|

Sckretaris Dacrah

«f

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kepala Badan Keuangan dan Asel Dacrah

Kepala Bagian Hukum

|~

HERY[,!ERTUS GERADUS LA“U NABIT
Ty



1,

LAMPIRAN v

PERATURAN BUPATI MANGG ARAI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN PEJABAT
NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR
SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK
TETAPLINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2025

Fprmat ST, SPD diperuntukkan bagi perjalanan dinas jabatan pergi pulang yang
dilaksanakan kurang dari 1 (satu) hari/8 (delapan) jam/tidak menginap Yeng
ditandatangani oleh PA/KPA

KOP DINAS/INSTANSI
e —————————— ]
SURATTUGAS

NOIOI i e st

Dasar e e S e SERPPPPITTIRTRPIILY SRR IIARITARE]

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama 3 orisenpisioms b R AT AT

Nip
Jabatan | iy o4 sEes Pk ATRRRATE SRR sterTernITaT sadie
Alamat D RRRR SRR SRR AR ST AR o

2.Nama
Jabatan o e e T B o R Lty
Alamat

B e o B P T b e b b e an

Nama tempat, tanggal, bulan, tahun

Kepala Perangkat Dacrah..............

T ——————
Nip........




1. Berangkat dari

(Tempat Kedudukan)

IV. Tiba di

Ke ..................
Pada Tanggal e,
Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
Pangkat
NIP
1. Tibadi e LT - ——‘ggangkat Darl’
Pada Tanggal weae & Ke Sharmnsssassrersie
Kepala acuana Pada Tanggal
Kepala
Brossspssssmnisiniiad S ]
Pangkat Pangkat
NIP NIP
ko L) wikmra VRN Kk Berangkat Dari =~ Ieeeceeeesesinen
Pada Tanggal  tii..o Ke -
Kepala A Pada Tanggal = e
Kepala
TS ) iy
FomgRa Pangkat
NIP

NIP

Pada Tanggal

Berangkat Dari

& & Ke - LER L]
Kepala —  ‘ficeswssssssies Padaflangpall = 3z 0 | cesssssssnssias
Kepala
(S —— 1 [ S— )
Pangkat Pangkat
NIP NIP
Vo Bibai@E 0 Eaccesicieccace Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
Pada Tanggal =l perjalanan tersebut di atas benar dilakukan
Kepala i atas perintahnya dan semata-mata untuk
kepentingan jabatan dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya.
................... )
Pangkat
NIP
VIL Catatan Lain-Lain

VIIl. | PERHATIAN :

PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas,
pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengcluaran
bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila

I Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelelaian, dan kealpaannya.

para

PA/KPA,

sz

Pangkat
NIP




1.

LAMPIRAN 1V
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TIENTANG

PERJALANAN DINAS JAISATAN PEJABAT
NEGIARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR
SIPH., NEGARA DAN PEGAWAL TIDAK
TETAPLINGKUP PEMERINTALI
KABUPATIEN MANGGARAI TAHUN 2025

Fprmat ST, SPD diperuntukkan bagi perjalanan dinas jabatan pergi pulang yang
dilaksanakan kurang dari 1 (satu) hari/8 (delapan) jam/tidak menginap yang
ditandatangani olch PA/KPA

KOP DINAS/INSTANSI

e —————————————

SURAT TUGAS
(01000 g T e e

Dasar - RN e e - P PPy TSR T

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama
Nip :
Jabatan R T ST TS T T
Alamat ’
2. Nama
Jabatan T e Wi~
Alamat e n s s s s FRn A Re e L SRS LA AR
Untuk Bl e T s e L R kL e s A
o e R e N e SR L LS
85

Nama tempat, tanggal, bulan, tahun

Kepala Perangkat Daerah..............

Jabatan
Nip........




: inas  jabate ergi pulang v,
2. Format SPD diperuntukkan bagi pcr_]h.nnun dinas thd/t[;(rj]alftxrr%cngina;g ;;n
dilak sanakan kurang dari 1 (satu) hari/8 (dclapan) jam ang
ditandatangani oleh PPK - —

Tl _lic_raTgl:z;L dari
(Tempat Kedudukan)
Ke A
Pada Tanggal - . .-.....--. “
Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
| Pangkat
NIP
il. Tibadi TR P Berangkat Dari P S RCTTLLLLLEL
Pada Tanggal . Ke % snassaeassas o R LAy
Kepala e e Pada Tanggal ieeesessmsmsesassanenas
Kepala
(e ———) e oot o )
Pangkat Pangkat
NIP NIP
| TIL Tiba di S A e e Berangkat Dari ... — TOEELT
Pada Tanggal R — Ke O CORRR————
Kepala R — Pada Tanggal PTRE— =
Kepala
Pangkat Pangkat
Nip NIP
IV. Tiba di R e Berangkat Dari CE e SRR
Pada Tanggal Ke P G S
Kepala R Pada Tanggal .
Kepala
Pangkat Panglkat
NIP NIP
V. Tiba di e e e Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
Pada Tanggal S T perjalanan tersebut di atas benar dilakukan
Kepala A TLI LI e atas periftahnya dan semata-mata untuk
kepentingan jabatan dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya.
(PPN )
Pangkat
NIP
VIL. Catatan Lain-Lain
VIIL PERHATIAN:
PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para
pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran
bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila
Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelelaian, dan kealpaannya.

Pejabat Pembuat Komitmen,

Pangkat
NIP



LAMPIRAN 1v

PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN PEJABAT
NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR
SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK
TETAPLINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2025

1. Format ST, SPD diperuntukkan bagi per jalanan dinas jabatan perei pulang yang
dilaksanakan kurang dari 1 (satu) hari/8 (delapan) jam/tidak menginap yang
ditandatangani oleh PA/KPA

KOP DINAS/INSTANSI
—— ... . ————————

SURATTUGAS
NOIAOT 3520 o aiisavmonte audnis

Dasar S b b o B A T AR SR SRR R Ry A Tdia ach Ak At g I
MEMERINTAHKAN

Kepada 1, Nama ks S8 B B B R AR A T R T A b e B

Nip e TR S LTI TE L (L AR LR

Jabatan L e LT R TR R e84

Alamat B e e R TR T A A A RS RN SRR .

D NEIRAL  F ccsieeeseeeserrereiemeromms a5 508 4o an s kL e

Nip e P B BRI B BRI N P PRI R AR AT

Jabatan < WP SRS S Y o § L T (o e

Alamat et b ek LR bR b AR b b LR EER S LR TR T Erk R s
Untuk 1. ................................................................................
D et b e EEEF LR LR LR B A A AT S b v e FO T AL B EE B oo K

3, L] +

Nama tempat, tanggal, bulan, tahun

Kepala Perangkat Daerah.,.............

e
Nip........



-

Ponnat SPD diperuntukkan
dilaksanakan kurang dar

dimndmangnn‘i oleh

bagi
1 (sat)
atas nama PA/KPA

yas  jabatan pergl pulang Yar

apialanan dis .
e am/tidak menginap

b ani/8 ((I(‘Iup:m) j Yang

| i Berangkat dari
| (Tempat Kedudulkan)
‘ Ke :
Pada Tangga HITEAT
| AnKepala Peranglkat Dacrah/UimtKerja
| Pangkat
NIP
n Tiba di e eyl Berangkat Dari .
Pada Tanggal | Ke o
Kepald tieeeseissrien |  padaTanggal et
Kepala
|
(T I )
Pangkat Pangkat
NIP | NP
i, Tiba di i | Berangkat-ﬁari = T T e
Pada Tanggal ' Ke  ieecssmessssecosmecrn
Mepala s Pada Tanggal
Kepala
(T — ) ([ ——r——
Pangkat Pangkat
NI NIP
W BAE = ooeomenian Berangkat Dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada Tanggal
Kepala
" S—— ) T )
Pangkat Pangkat
NIP NIP
V. Tiba di Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa |
Pada Tangpal o perjalanan tersebut di atas benar dilakukan |
Kepala  foccsscmeossa atas perintahnya dan semata-mata untuk
kepentingan jabatan dalam  waktu yang |
sesingkat-singkatnya, |
P—— )
Panglat
NIP 1
VII. | Catatan Lain-Lain
VIIl. | PERHATIAN : T
| PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para
pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran

bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila
Negara menderita rugt akibat kesalahan, kelelaian, dan kealpaannya,

An. PA/KPA,

Pangkat
NIP
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LAMPIRAIN V
PERATURAN BUPATI MANGGARAI NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PER JALANAN DINAS

JABATAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGAR A]

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS TAHUN 2025

RELUAR WIILAYAH NTT. DALAM WILAYAH NTT DAN DALAM WILAYAH KABUPATEN

TINGKAT PERJALANAN DINAS
N SATUAN BIAYA (Bupati, Wakil Bupati, (Anggota DPRD, {Eselon 111/ (E.selon [V/ Gdengans I, i dan
o . Pimpinan DPRD) Esclon 11) Golongan V) Golongan 11} THE
I 2 3 3 5 6 T
| 'Keluar Wilayah NTT
! 1.0 [Vang Hanun 430,000 430.000 430.000 430.000 430.0C0
1.2 |Biava Transportas:/Tiket 8.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6500000
| |
| |Mcnuru1 wanf angkutan yang berlaku dan alat angkut yang digunakan untuk Tingkat A, Tingkat B, Tingkat C, Tingkat D, Tingkat E termasuk didalam nya uang taks PP
l | bandara-tempat tijuan yvang dibuktikan dengan tiket dan bukti pembayaran yang sah
1.3 |Biava Penginapan | 2.500.000 | 1.500.000 | 800.000 | 600.000 | 500.0C0
Menurut taril hotel/penginapan yang berlaku dan kelas kamar hotel/penginapan yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/ASN dan Pegawa: udax tezap
lainnya. Khusus ajudan Bupati/Wakil Bupat, biaya penginapan menggunakan kelas kamar standar pada hotel Bupati/Weikil Bupati menginap vang dibux tican dengan
kw1 tansi/buktu pembayaran yvang sah.
- [ 250.000 | 150.000 | - -] 3
1.4 JUang Representasi = !
Cang Representasi diberikar: kepada Pejabat Negara, Pejabeat Daerah dan Pejabat Eselon Il | [
- — ; 8 0 0 . Q00 2 ! =
1.5 |Uang sewa kendaraan (khusus Bupat & WakilBupau l ! |
——




TINGKAT PERJALANAN DINAS

i, Wakil i Anggota DPRD, Eselon Il (Eselon IV Golongan |, I} dan
RO SATUANIBIAN (BuP‘;fL:J[;i[‘:,a?lm ];l?l:g? R . lg-:gsclon m éolongan l\//] (;olongan ll/lj ‘ g“I"HL
2 |Dalam Wilayah NTT
2.1 |UangHarian 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000
22 |Biaya Transportasi/Tiket 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
2.2.1 |BesararTransportasi Daratan Flores

1. Ruteng - Labuan Bajo PP 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

2. Ruteng - Borong PP 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

3. Ruteng - Ngada PP 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

4. Ruteng - Nagekeo PP 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

5. Ruteng - Ende PP 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

6. Ruteng - Sikka PP 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000

7. Ruteng - Flores Timur PP 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Menurut tarif angkutan yang berlaku dan alat angkut yang digunakan untuk Tingkat A, Tingkat B, Tingkat C, Tingkat D dan Tingkat E termasuk didalamnya uang taksi PP
bandara - tempat tujuan yang dibuktikan dengan tiket dan bukti pembayaran yang sah.

2.3 |Biaya Penginapan

| 1.750.000 |

1.250.000 |

600.000 |

500.000 |

400.000

Menurut tarif hotel/penginapan yang berlaku dan kelas kamar hotel/penginapan yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/ASN dan pegawai tidak tetap
lainnya. Khusus ajudan Bupati dan Wakil Bupati dapat menginap di hotel Bupati dan Wakil Bupati menginap, biaya penginapan menggunakan kelas standar pada hotel
Bupati/Wakil Bupati menginap, yang dibuktikan dengan kwitansi/bukti pembayaran yang sah.

2.4 |Uang Representasi | 250.000 150.000 s = s
Uang Representasi diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pejabat Eselon 11
2.5 {Uang Sewa Kendaran (Khusus Bupati dan Wakil Bupati) 600.000 = = i
3 |Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 (delapan) jam
a [Uang Harian 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000
b [Uang Representasi 125.000 75.000 . . .

Perjalanan Dinas lebih dari 1 (satu) hari
tingkat A dan B yang dibuktikan dengan

ke wilayah kecamatan atau dari kecamatan ke wilayah kabupaten diberikan tambahan biaya penginapan sebesar Rp.400.000,- khusus
Jkwitansi/bukti pembayaran yang sah dan untuk tingkat C, D, E diberikan sebesar 30% dari Rp.400.000,- = Rp.120.000,- perhari

(R




TINGKAT PERJALANAN DINAS

RYBERTUS GERADUS$| LAJU NABIT

NO SATUAN B (Bupati, Wakil Bupati, {AnggotaDPRD, (Eselon 11T/ {Eselon IV/ {Golongan [, Il dan
A Pimpinan DPRD) Eselonl]) Golongan IV) Golonganlll) THL
4 |Perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 8 (delapan) jam
Untuk perjalanan dinas dalam kecamatan Langke Rembong
Untuk perjalanan dinas menuju Desa/Kelurahan dalam wilayah ibukota kecamatan
a |Uang Harian 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
b |Uang Representasi - = o = 3
KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP
1 [Fungsional Rp. 500.000,- / bulan
2 |Sekretaris Desa Rp. 500.000,-/ bulan
PATI MANGGARAI,

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan

Kesra

T

Kepala Badan Keuangan dan

Aset Daerah

Kepala Bagian Hukum

i
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATE MANGGARAI NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT
DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANCG GARAI
TAHUN 2025

DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

FASILITAS TRANSPORT PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,

Moda Transportasi

Pcjabal Negara, Tingkat
NO Esclon,Pangkat/ Penjalanan Pesawat Kapal Kereta Apt/ Lainnyn
Golongan Dinas Udara Laut Bus
! 2 3 4 5 6 7
1 |Bupati / Wakil A Bisnis Kelas I B Eksckutf Scsual Kenyataan
Bupati/Pimpinan DPRD
2 [Pcjabat Esclon 1l dan Anggota B Ekonomi Kelas [ B Eksclautif Sesuat Kenyataan
‘ DPRD
3 |Pcjabat Es clon 111, Ketua dan @ Ekonomi Kclas I B Eksckutif Sesuai Kenyataan
Wakil Kctua Pengperak PKK
4 |Pcjabat Esclon 1V/Golongan T D Ekonomi Kelas [IA Eksckutif Sesuai Kenyataon
5 |PNS Golongan Il dan [ E Ekonomi Kelas I A Ekselutif Sesuani Kenyataan
dan Pegawai Tidak Tetap

o

_Selzr?ia:'is Daerah

Asisten Pemerintahan dan Ke sa 1;4,
Kepala Badan Keuangan dan Aset '//

Daerah

Kepala Bagtan Hukum

BUPATI MANGGARMIL,

HERYBERTUS GERADUS LA|JU NABIT




LAMPIRAN VI

PE.RATURAN BUPATI MANGGARAL
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN PEJABAT
NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR
SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2025

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENASAH

Tingkat Pegawai

No Uraian . -
Tingkat A Tingkat B | Tingkat C | Tingkat D | Tingkat E
1 |Biaya Pemetian 3.000.000 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000
Menurut tanf angkutan vang berlaku dan alat angkut vang
2 |Pengangkutan P .
I
BUPATI MANGGARAL,
HERYHERTUS GERADUS LA.JLI}\IAB[T
/
Sekretaris Daerah /(

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kepala Badan Keuan_gﬁ dan Aset
Daerah

 Kepala Bagian Hukum




LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN PEJABAT NEGARA,
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2025

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
MORBOIR ¢ .....ovisaiasiniin

Yang bertandatangan di bawahini :

Nama -

NIP

Jabatan

Instansi/Unit Kerja
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas
nama:

Nama

NIP

Jabatan

Instansi/Unit Kerja
Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya kecperluan
dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda,
yaitu:
Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan Perjalanan Dinas
tidak dapat digantikan olehpejabat/pegawai negeri lainnya.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat permyataan ini tidak benar, saya
bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan kelentuan

hukum yang berlaku.

------------ FEFAEEEAARG AR REAE

Yang MembuatPernyatajn,

PATI MANGGARAL,

BERTUS GERADLI‘S LAJU NABIT

N : T B ] L
Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra A
A

Kepila Badan Keuangan dan Aset 7/
Daerah /\;

Kepala Bagian Hukum _J



LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN
PEJABAT NEGARA, PEJABAT
DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN

MANGGARAI TAHUN 2025

SATUAN BATAS TERTINGGI BIAYA PINDAH

NO. JARAK PINDAH TUJUAN BIAYA
(Rp)
1 g 3 4
.\‘ 1 | Perjalanan Pindah 0 s/d | Dalam wilayah Kecamatan dan antar 500.000,-
25Km kecamatan
2 | Perjalanan Pindah 26 s/d | Dalam wilayah kecamatan dan 750.000,-
6 0Km antara kecamatan
3 | Perjalanan Pindah diatas | Dalam wilayah kecamatan dan 1.000.000,-
60Km antara kecamatan
4 | Pperjalanan Pindah Keluar | » Dalam wilayah Kab. Manggarai 1.500.000,-
Kabupaten Manggarai Barat dan Kab. Manggarai Timur.
» Dalam wilayah Sedaratan Flores 1.750.000,-
sehin  Kabupaten  Manggarai
‘J\ Barat dan Kabupaten Manggarai
Timur.
» Luar wilayah Daratan Flores. 2.000.000,-

Biaya tersebut berupa bantuan dan sudah termasuk biaya angkutan,

pengepakan barang dan transportasi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarga

yang dipindahkan dan menetap.




SATUAN BIAYA PENGEEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS
PINDAH DALAM NEGFRI

1. KERETA AP

a. Pengepakan dan Penggudangan m3 75.000

b. Angkutan km/m3 sesuai tarif berlaku
2. TRUK

a. Pengepakan dan Penggudangan m3 60.000

b. Angkutan km/m3 400
3. ANGKUTAN LAUT/SUNGAI sesuai tarif berlaku

a. Pengepakan dan Penggudangan m3 60.000

b. Angkutan km/m3 400

UPATI MANGGARAI,

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Sekretaris Daerah R
Asisten Pemenntahan dan Kesra

"Kepala Badan Keuangan dan Aset //,."
/

- Daerah
‘ Kepala Bagian Hukum

r




LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR 3 TAHUN 2025
TIENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN PEJABAT
NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR
SIPIL. NEGARA DAN PEGAWAIL TIDAK
TETAP LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2025

FASILITAS PENGINAPAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Pcjabat Negara, Tingkat
NO Esclon,Pangkat/ Perjalanan Fasilitas Hotel Kclas Kcterangan
Golongan Dinas
1 2 3 4 5 6
1 |Bupati/ Wakil A Bintang Lima | Suile Room
Bupati/Pimpinan DPRD
2 |Pcjabat Esclon II/ Anggota B Bintang Empat Deluxe
DPRD
3 |Pejabat Eselon Cc Bintang Empat Dcluxe
1Il/Golongan IV
Ketua/Wakil Ketua
Penggerak PKK
4 |Pejabat Eselon D BintangDua Standar
IV /Golongan III
5 |PNS Golongan II dan I dan E BintangDua Standar
Pegawai Tidak Tetap
BUPATI MANGGARAI,
JU NABIT

HER‘:"B]ERTUS GERADUS

Sekretaris Daerah

Z,

Asisten Pemerintahan dan Kesra 4

Daerah

Kepala Badan Keuangan dan Asct

/s

| Kepala Bagian Hukum

v




